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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dalam upaya efisiensi beban yang dilakukan pada PT BK 

untuk Tahun Pajak 2017, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. PT BK sebagai wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu 

dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

mendaftarkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), 

melakukan pembukuan, dan melakukan penghitungan, pemotongan dan/atau 

pemungutan, penyetoran, dan pelaporan SPT atas PPh Pasal 4 Ayat (2), Pasal 21, 

Pasal 22, Pasal 25, Pasal 28A/29, dan PPN. 

2. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil tax review PT BK belum cukup baik dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan (PPh). Terkait PPh 

Pasal 4 Ayat (2), PT BK masih salah dalam mencatumkan angka pada SPT 

Tahunan PPh Badan. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan PT BK masih 

belum tepat karena terdapat komponen yang tidak dimasukkan. Pada PPh Pasal 25 

dan Pasal 28A/29 masih ditemukan adanya kesalahan dalam menghitung sampai 

mendapat nilai yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. 

3. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil tax review PT BK sudah cukup baik dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), baik 

perhitungan, penyetoran PPN Kurang Bayar, dan pelaporan SPT Masa sudah tepat 

dan tidak pernah melewati batas tanggal lapor. 

4. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan PT BK adalah dengan melakukan 

pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan benar untuk menghindari sanksi 

perpajakan dan upaya efisiensi beban pajak yang dapat dilakukan pada PPh Pasal 

21, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 29, dan PPN. Setelah melakukan perencanaan pajak, 

efisiensi beban pajak yang dapat dilakukan PT BK adalah sebesar Rp 15.511.181 

untuk tahun 2017. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, perencanaan pajak terhadap 

PT BK diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan. Berikut merupakan 

beberapa rekomendasi bagi PT BK: 

1. PT BK sebaiknya meminta bukti potong kepada pihak ketiga yaitu bank atas 

pemotongan PPh Final. Bukti potong dapat digunakan oleh perusahaan untuk 

membandingkan total nilai yang dipotong oleh pihak ketiga dengan perhitungan 

yang telah dihitung oleh PT BK. Selain itu bukti potong juga dapat menjadi 

dokumen pembanding saat perusahaan memasukkan total nilai kedalam SPT 

Tahunan PPh Badan. 

2. PT BK sebaiknya melakukan penghitungan sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jumlah 

pajak terutang setiap bulannya. 

3. PT BK sebaiknya meminta bukti pungut atas setiap transaksi yang berhubungan 

dengan PPh Pasal 22 karena PT BK dapat menggunakan kredit pajak PPh Pasal 22 

untuk menjadi pengurang dalam perhitungan PPh Badan Terutang yang harus 

dibayarkan setiap tahunnya. 

4. Penelitian ini memiliki keterbatasan untuk menganalisis validasi atas perhitungan 

PPh Pasal 21 PT BK, karena PT BK tidak dapat memberikan rincian perhitungan 

penghasilan atas setiap pegawai PT BK. Oleh karena itu, untuk membantu validasi 

penelitian berikutnya sangat disarankan adanya ketersediaan terkait rincian 

perhitungan penghasilan gaji pegawai. 

5. PT BK juga sebaiknya melakukan perencanaan pajak secara rutin agar beban pajak 

PT BK dapat semakin efisien dan penghematan pajak yang ditimbulkan dapat 

dialokasikan pada kegiatan operasional lain PT BK. 
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